KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 56 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 46 A TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN DANA

Menimbang

Mengingat

KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

a.  bahwa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 dilanjutkan
pada putaran kedua sehingga membutuhkan penyesuaian dalam teknis
pelaporan dana kampanye. |

b. bahwa demi terwujudnya ketertiban pelaporan dana kampanye putaran
kedua, perlu perubahan terhadap petunjuk teknis pelaporan dana
kampanye untuk peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Bandung Tahun 2010;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan
perubahan Petunjuk Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
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10.

Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan ?emberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4865);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa
Akuntan Publik

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
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Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA :

KEDUA

KETIGA

1. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang
Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 38 D Tahun 2010
tentang perubahan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun
2010 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal.Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010

2.  Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 46 A Tahun 2010 tentang
Petunjuk Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010

3. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2010 tentang

Penetapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun
2010 Putaran Kedua

4, Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umnum Kabupaten Bandung
tanggal 9 September 2010;

MEMUTUSKAN :

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46A Tahun 2010
tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 '
Perubahan sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetap di : SOREANG
Pada tanggal : 14 September 2010
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Lampiran I Keputusan KPU Kabupaten Bandung Bandung
Nomor : 56 Tahun 2010

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bandung Nomor 46 A
Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis
Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Umum Bupati zi.an Wakil Bupati Bandung
Tahun 2010.

Tanggal : 14 September 2010

Bagian I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 46 A Tahun 2010 tentang

Petunjuk Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Bandung Tahun 2010, ditambah sebagai berikut.

1

Ketentuan Bagian II Angka 1 bertambah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

1
2

4

Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Bagian I Angka (6) wajib menyusun LPPDK.
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilaksanakan oleh Tim Kampanye
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.

Tim Kampanye sebagaimana dimaksud huruf b dapat membentuk TKKC di wilayah Kabupaten
Bandung.

Dalam hal terjadi Pemilu putaran kedua, pasangan calon wajib menyusun kembali LPPDK.

Ketentuan Bagian II Angka 3 bertambah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

1

2

LPPDK untuk semua tingkatan dibuat dalam format yang sama sebagaimana contoh dalam
lampiran 2
Dalam hal terjadi Pemilu putaran kedua, LPPDK untuk semua tingkatan dibuat dalam format

yang sama sebagaimana contoh dalam lampiran 8

Ketentuan Bagian III Angka 3 bertambah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

1

Penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 dapat berupa uang, barang,
dan/atau jasa.

Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain
yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa.

Penerimaan dana berupa uang harus disajikan dalam bentuk rupiah. Apabila terdapat mata uang
lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam rupiah dengan
menggunakan kurs tengah BI pada tanggal transaksi.

Penerimaan berupa barang dan jasa harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa
tersebut. Penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan
harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Jika barang dan jasa tersebut dapat
diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut. Contoh

format laporan penerimaan yang pertama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3, contoh

1
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format laporan penerimaan yang kedua sebagaimana dimasud dalam Lampiran 4, dan contoh
laporan penerimaan total yang menjadi lampiran dari LPPDK sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran 5.

5 Dalam hal terjadi Pemilu putaran kedua, format laporan penerimaan disusun dalam bentuk

laporan penerimaan total sebagaimana dimaksud dalam lampiran 9

Ketentuan Bagian III Angka 4 bertambah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

i

Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Angka (3) huruf a wajib
dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana
kampanye pasangan calon pada Bank.

Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bank pemerintah atau bank bukan pemerintah
yang mempunyai perwakilan di Kabupaten Bandung untuk Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Bagian I huruf 1.

RKDK pasangan calon disampaikan dan/atau didaftarkan kepada KPU Kabupaten Bandung
bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil
Bupati serta paling lambat 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Bandung.

Format dan isi surat pendaftaran RKDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan
dengan format tim kampanye pasangan calon masing-masing. Namun surat pendaftaran tersebut
setidaknya memuat informasi mengenai nama bank, nomor rekening, dan nama pemegang
rekening,

Dalam hal terjadi Pemilu putaran kedua, pasangan calon membentuk RKDK yang baru untuk
menampung penerimaan dana kampanye pemilu putaran kedua dan selanjutnya didaftarkan
kepada KPU Kabupaten Bandung paling lambat 3 (tiga) hari sejak awal kegiatan Pemilu putaran
kedua.

Ketentuan Bagian V Angka 1 bertambah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

1

Pembukuan dana kampanye pasangan calon dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon
ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan ditutup 1 (satu) hari sesudah
masa kampanye berakhir.

Dalam pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah termasuk
semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa kampanye yang diatur dalam
Undang-Undang, tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye, yaitu 3
(tiga) hari setelah KPU Kabupaten Bandung menetapkan nama-nama pasangan calon sampai
dengan dimulainya masa tenang.

Dalam hal terjadi Pemilu putaran kedua, pembukuan dana kampanye pasangan calon dimulai
sejak 3 (tiga) hari setelah awal kegiatan Pemilu putaran kedua dan ditutup 1 (satu) hari sesudah

masa kampanye berakhir.

Ketentuan Bagian VII Angka 4 bertambah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

1

KAP yang ditetapkan untuk melaksanakan audit dana kampanye pasangan calon, dengan
ketentuan 1 (satu) KAP mengaudit I (satu) LPPDK pasangan calon;

5
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2 KAP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan audit LPPDK

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk LPPDK yang disusun olch pasangan calon
dan TKKC di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, dengan ketentuan 1 (satu) KAP mengaudit
1 (satu) LPPDK 1 (satu) pasangan calon dan TKK 1 (satu) kabupaten, termasuk mengaudit
LPPDK 1 (satu) pasangan calon yang sama dan TKKC sejumlah kecamatan di wilayah
Kabupaten Bandung dalam Pemilu Bupati danWakil Bupati.

Apabila terdapat paling sedikit 3 (tiga) pasangan calon, KAP yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dapat mengaudit paling banyak 2 (dua) LPPDK pasangan calon dan
TKP 1 (satu) kabupaten, termasuk LPPDK 2 (dua) pasangan calon yang sama dan TKKC
sejumlah kecamatan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;

Dalam hal dua pasangan calon yang lolos pada Pemilu putaran kedua, LPPDK Pemilu putaran
kedua diaudit oleh KAP yang sebelumnya mengaudit LPPDK dua pasangan calon yang sama
pada Pemilu putaran pertama.

Ketentuan Bagian VII Angka 5 bertambah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

1

Biaya jasa akuntan publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2009.

Dalam hal terjadi Pemilu putaran kedua, biaya jasa audit LPPDK pasangan calon diberikan 50
(lima puluh) persen dari total biaya jasa audit LPPDK pemilu putaran pertama.

Ketentuan Bagian VII Angka 6 bertambah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

1

KAP menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Bandung paling lambat 15
(lima belas) hari sejak diterima laporan dari KPU Kabupaten Bandung dengan tembusan kepada
Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung melalui KPU Kabupaten Bandung.

Dalam hal terjadi Pemilu putaran kedua, KAP menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU
Kabupaten Bandung paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima laporan dari KPU
Kabupaten Bandung dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung melalui
KPU Kabupaten Bandung.

Ketentuan Bagian VII Angka 7 bertambah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

1

KPU Kabupaten Bandung mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling
lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari KAP.

Pengumuman hasil audit dana kampanye kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf
a, dapat dilakukan melalui media massa cetak/elektronik dan/atau melalui websife.

Dalam hal dua pasangan calon yang lolos pada Pemilu putaran kedua, hasil audit dana
kampanye Pemilu putaran kedua diumumkan paling lambat setelah 3 (tiga) hari setelah
diterimanya hasil audit dari KAP.
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Bagian 11
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 14 September 2010

%

" SIN PERMANA,M.Ag.
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Lampiran II Keputusan KPU Kabupaten Bandung

Nomor : 56 Tahun 2010

Tentang :  Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung 46 A
Tahun 2010 Petunjuk Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010

Tanggal : 14 September 2010

( Contoh-contoh Formulir )
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Latnpiran 1.1

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TIM KAMPANYE KABUPATEN BANDUNG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG PUTARAN KEDUA
PERIODE TANGGAL {3 (tiga) hari setelah awal tahapan kegiatan Pemilu putaran kedua]
SAMPALI [1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama T e e E e 4114t raa et e s ee A S e eeee s en mmnn st oo anteen senns
Alamat S et e et et ene e st et e R e A be st e A be e e eA Rt et e e et Seeearrsmee e s et e ee s s
Nomor Identitas D et b e st e e s e e et e ne s £ S ee 4 ke e earasane e ene e st s onanne e s e esm et s seoncnensnn s
Jabatan b b s e n et 44t s s e e neenrrerte e vae e e enseeeanerannreenreteaaeeenennans

2. Nama T e e b r s st ea bt aeeane e et s aeeenreneessteenneenereenresesnsens
Alamat T e e e e b b e et sa e R eb e sALa S Sr e e se s e R e et sr e s emrms e e et e seeseemeen
Nomor Identitas e e e Er sane s e e ae s e e e e b e e e e ae e S b s e e en st e ntn s ean e e et saae oo s sean s
Jabatan D e bt e sasaae e e e s AR A bR e s e e et e ra et e serene s e e eeet e ses et oo

Adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Lo NAIMA ettt et ee e e eeee e e
Alamat e e bR e e At e nmnn e oo bt ee e men et e eereeeee st et e stee oo mesenes
Nomor Identitas D e e e e £t g ra e E e AR RR S As e E b aea e nteeneennteentsbeenmesssaeens
Jabatan e e eSS e e R A e et b e b e st an s tenmeensen st emmsemsmn e e

2. Nama et e b s e re s a oA 4SSNt e s nee s ranean e onsennen et e senennsne e
Alamat S e e et b b e rTe R e e eR e eR b LAt bamren e es e s neerane e se e bt nn e neen senn s
Nomeor Identitas bbb e st s e re R s s e n e e st e e esnananan
Jabatan S e EE e TS aea R ARt b e e e e e T e ae bt asseemn e es e m e e eeen st et e enns s eemmeeesseensno

Adalah pimpinan Tim Kampanye Kabupaten Bandung Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon................oovvvovviiveion
pericde tanggal [3 (tiga) hari sejak awal tahapan kegiatan Pemilu putaran kedua) sampai dengan [1 (satu) hari sesudah
masa kampanye berakhir]

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1.
2.

3.

bahwa dana kampanye adalah tanggung jawab pasangan calon ....................

bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pimpinan Tim Kampanye Pasangan Calon
bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan KPU Kabupaten Bandung
dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor ... Tahun 2010 dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

bahwa seloruh penerimaan dan penggunaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan
diungkapkan secara lengkap (KECUALI ........ ) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh penggunaan dipergunakan” bukan
dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

bahwa dana kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

bahwa apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan
dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

..................... 3 evennisanssnnens 2010
Ketua Bendahara
Mengetahui
Calon Bupati Calon Wakil Bupati
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Lampiran 11,2

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TIM KAMPANYE KABUPATEN/KECAMATAN

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG PUTARAN KEDUA
PERIODE TANGGAL [3 (tiga) hari setelah awal tahapan kegiatan Pemilu putaran kedua]
SAMPAI DENGAN [1 (satu) hari setelah kampanye berakhir)

Nilai Transaksi Keterangan
RP UNIT

URAIAN

Saldo Awal

Sumber Dana dari Pasangan Calon

Sumber Dana dari Partai Politik

Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan

Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum Swasta

Sumber Lainnya

Penerimaan

Sumber Dana dari Pasangan Calon

Sumber Dana dari Partai Politik

Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan

Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum Swasta

Sumber Lainnya

Pengelusran

Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan Terbatas

b. Pertemuan Tatap Muka dan dialog

c. Penyebaran Media massa cetak dan media massa
elektronik

d. Penyiaran melalui Radio dan Televisi

€. Penyebaran bahan kampanye kepada umum

f. Pemasangan alat peraga di tempat umum

£. Rapat umum
h. Debat Pasangan Calon

i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
kampanye dan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran Modal

a. Pembelian Kendaraan

b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris kantor)

c. Lain-lain

Pengeluaran Lain-Lain

Saldo Akhir

SSR———.. | ] {1

KETUA TKP/TKK/TKKC
BENDAHARA TKP/TKK/TKKC

..............................................................

Mengetahui
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PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TIM KAMPANYE KABUPATEN

Lampiran I1.3

LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG PUTARAN KEDUA
PERIODE TANGGAL [3 (tiga) hari setelah awal tahapan kegiatan Pemilu putaran kedua] SAMPAI DENGAN (1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye]

Identitas Rekening Klasifikasi Jumiah Rekening
No. nggal | Bukti | Nama S r lamat NPWP Tlp. - . Bentuk Sumbangan | Keteran
° Tangga a umbe (KTP/Akte} Ala No.Tlp Sumber Sumber Rupiah Unit | Penerima ga gan
11213415 6 7 8 9
Keterangan Klasifikasi Sumber Keterangan Bentuk Sumbangan
1.  Pasangan Calon 6. Uang Tunai J OO UPURRRR- 4 |
2. Parai Politik 7. Barang
3. Perseorangan 8. Jasa
4. Badan Usaha 9. Lainnya Ketua TKP/TKK/ITKKC Bendahara TKP/TKK/TKKC
5.

Lainnya
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Lampiran I1.4

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TIM KAMPANYE KABUPATEN BANDUNG

LAPORAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG PUTARAN KEDUA
PERIODE TANGGAL [3 (tiga) hari setelah awal tahapan kegiatan Pemilu putaran kedua)
SAMPAI DENGAN [1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye]

Bukti . Jumah Kas Jumah Non Klasifikasi
No. Tanggat Pengeluaran Bentuk Aktivitas (Rp) Kas (Unit) Peneeluaran Keterangan

1 2 3

Klasifikasi Pengeluaran

TPengeluaran Operasi i e iae e earaana, 2010

2 Pengeluaran Modal

3 Lain-lain

Ketua TKP/TKK Bendahara TKP/TKK

j di h. kpu. go. i d/jabar/bandung



Lampiran I1.5

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TIM KAMPANYE KABUPATEN BANDUNG

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG PUTARAN KEDUA
Per [1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye]

No.

Uraian

Jumlah Kas (Rp)

Jumlah Non Kas (Unit)

Keterangan

3

2

5

Ketua TKP/TKK

Bendahara TKP/TKK

j di h. kpu. go. i d/jabar/bandung




PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TIM KAMPANYE KABUPATEM

Lampiran 11.3

LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE PEMILU BUPATI DAN WAXIL BUPATI BANDUNG PUTARAN KEDUA
PERIODE TANGGAL [3 (tiga) hari setelah awal tahapan kegiatan Pemilu putaran kedua] SAMP 2] DENGAN [1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye]

Identitas Rekening Klasifitasi Jumiah Rekening
No. | Tanggal | Bukti | Nama Sumber Alamat NPWP | No.Tip. - - . Bentuk Sumbangan | Keterangan
B8 (KTP/Akte) P Sumber Sumter Rupiah Unit | Penerima & &
2|13 4 6 718 9
Keterangan Klasifikasi Sumber Keterangan Bentuk Sumbangan
1. Pasangan Caion 6. Uang Tunai e 2010
2. Partai Politik 7. Barang
3 Persecrangan 8. Jasa
4 Badan Usaha 9. Lainnya Ketua TK*TKK/TKKC Bendahara TKP/TKK/TKKC
5

Lamnya

j di h. kpu. go. i d/jabar/bandung



